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Abstract

This  paper  highlights  that  Nabdlatul ~ Ulama  (NU),  Indonesia’s  largest  Muslim
organizations,contributes its basic principles to food sovereigntyover the country. One of the national
contributions is demonstrated throughthe fatwa No. 005/MNU-33/V111/2015 in Bahtsul
Masa’il ad-Diniyyah al-Wagqi'iyyah point VI on Land Use Conversion Lawissued when holding
the 33" NU national congress (muktamar) in Jombang, East Java. The fatwa issnance denotes an
alternative to enhance Indonesia’s food sovereignty. This present study aims to investigate the Islamic
edict concerning land use conversion law in the perspective of maslahab (public interests/ benefits). A
qualitative approach was employed in this library research. The fatwa No. 005/MNU-
33/V11/2015 in Bahtsul Masa’il ad-Diniyyah al-Wagiiyyah point VIl on Land Use
Conversion Law was used as the primary data. The study applies the theory of maslahab to analyze
the data. The finding promotes that the law argument over the haram aspect of the land use conversion
in the fatwa indicates the existence of maslabah and the prevention of darar (harm conditions) due to
the land conversion.
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Abstrak

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan Islam di Indonesia yang
mendukung ketahanan pangan di Indonesia dengan prinsip-prinsip dasar dan perjuangan yang
dipilibnya. Fatwa dalam Muktamar NU ke-33 No 005/ MNU-33/V111/2015 dalam Babtsul
Masa’il ad-Diniyyah al-Waqi'iyyah poin ke V11 tentang Hukum Alih Fungsi Laban menjadi
salah satu alternatif untuk mendukung ketabanan pangan di Indonesia. Tujnan penelitian ini untuk
mengkaji Fatwa Keputusan Muktamar NU fke-33 No 005/MNU-33/1/111/ 2015 dalam
Babtsul Masa’il ad-Diniyyab al-Waqiiyyah poin ke V11 tentang Hukum Alih Fungsi dalam
perspektif maslahah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yakni kajian pustaka. Sumber
data  primer penelitian ini, yakni Keputusan Muktamar NU fe-33 No 005/MNU-
33/ V112015 dalam Babtsul Masa’il ad-Diniyyabh al-Wagqi‘iyyah poin ke V11 tentang Hukum
Alih Fungsi Laban. Sementara itu, perspektif teori yang digunakan sebagai alat analisis, yakni
teori maslabab. Penelitian ini mempromosikan babwa argumentasi hukum atas kebaraman alih
Jfungsi laban mengisyaratkan keberadaan maslahab dan penghilangan darar akibat alib fungsi
lahan.

Kata Kunci:Fatwa, Hukum Alih Fungsi Lahan, Maslahah
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1. Pendahuluan

Dalam diskusi pada Bahtsul Masail Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33 di Jombang
diperbincangkan kondisi kependudukan di Indonesia sebagai salah satu latar belakang
pembahasan fatwa yang berhubungan dengan alih fungsi lahan. Di sisi lain, infrastruktur
menjadi syarat mutlak untuk melakukan percepatan ekonomi, pembangunan sektor industri
maupun untuk ketersediaan pemukiman.Atas nama kebutuhan infrastruktur yang
mendesak, sawah, ladang, tambak alam bahkan hutan lindung telah dialihfungsikan. Diatas
lahan-lahan produktif tersebut dibangun pabrik, ruko, apartemen dan alih fungsi lain yang
menggesar posisi pemilik lahan menjadi masyarakat miskin tanpa kepemilikan lahan. Lebih
jauh dari itu, para investor kemudian berlomba membeli tanah untuk dijadikan alat investasi
yang kemudian berakibat meminggirkan pemilik awal di satu sisi, serta menelantarkan tanah
produktif karena menunggu lonjakan harga di sisi yang lain. (PBNU, 2016: 143).

Dampak dari alih fungsi lahan pertanian adalah tingginya impor pangan karena
ketersediaan pangan dalam negeri yang terbatas, tingginya angka pengangguran karena
minimnya lahan garapan, dan tingginya tingkat ketergantungan masyarakat kecil dan
negara pada pasar global.(PBNU, 2016: 143). Impor beras oleh pemerintah Indonesia
menjadi fenomena yang mencolok akhir-akhir ini, dengan semua akibat dan
konsekuensinya, serta lengkap dengan pro dan kontranya. Argumentasi menjaga ketahanan
pangan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 68 tahun 2002, hampir selalu menjadi alasan utama dikeluarkannya
berbagai peraturan tentang impor beras dari tahun ke tahun.(Sulhani Hermawan, 2012: 456-
458).

Menyikapi keadaaan tersebut, Nahdlatul Ulama melalui Muktamar ke-33 di
Jombang pada tanggal 4 Agustus 2015 mengeluarkan fatwa hasil Babtsul Masa’il ad-Diniyyah
al-Wagqi'iyyah. Pada poin ke VII keputusan tersebut berbunyi:

Mengalih fungsikan lahan produktif seperti lahan pertanian atau ladang menjadi
perumahan, perkantoran atau pabrik yang diyakini berdampak wadlarrah ‘ammab (yang
nyata) pada perekonomian hukumnya haram. Membeli lahan produktif untuk dialih
fungsikan menjadi infrastruktur hukumnya adalah boleh. Hanya saja, kalau hal itu
diyakini (nyata-nyata) akan menimbulkan dlarar ‘ammah maka pemerintah wajib
melarangnya. (PBNU, 2016: 144-145).

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mengkaji
problematika yang telah diuraikan di atas menggunakan metode deskriptif, dimana penulis
menggambarkan deskripsi yang menyeluruh terkait fenomena maraknya alih fungsi lahan,
dampak dari alih fungsi lahan itu, dan bagaimana kemudian muncul fatwa NU untuk
menolak adanya alih fungsi lahan tersebut, kemudian digunakan teori maslahah mursalah
untuk memperoleh kesimpulan apakah alih fungsi lahan dibenarkan menurut teori ini dan
apakah hal ini maslahat atau tidak bagi masyarakat.
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2. Latar Belakang Munculnya Fatwa Keputusan Muktamar NU ke-33 No
005/MNU-33/VII1/2015 dalam Bahtsul Masa’il ad-Diniyyah al-Waqi’iyyah poin
ke VII tentang Hukum Alih Fungsi Lahan

Dalam UU No. 41 Tahun 2009 pasal 1 disebutkan bahwa “lahan adalah bagian
daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta
faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi
yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.” Lahan pertanian adalah
bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian dan dikelompokkan ke dalam lahan
pertanian basah dan lahan pertanian kering (tadah hujan). Alih fungsi lahan didefinisikan
sebagai perubahan fungsi atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang
direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap
lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Menurut UU No. 41 tahun 2009, alih fungsi lahan
pertanian pangan adalah perubahan fungsi lahan pertanian pangan menjadi bukan lahan

pertanian pangan, baik secara tetap maupun sementara. (Iwan Setiawan, 2012: 71)

Biro Pusat Statistik (2006) melaporkan bahwa pada periode 1999-2002 alih fungsi
lahan beririgasi di Indonesia mencapai 563.159 ha atau 187.719,7 ha pertahun. Sedangkan
BPS (2004) menyatakan bahwa besaran laju alih fungsi lahan pertanian dari lahan sawah
menjadi non sawah mencapai 187.720 ha per tahun, dengan rincian alih fungsi lahan ke non
pertanian sebesar 110.164 ha per tahun dan alih fungsi lahan ke pertanian lainnya sebesar
77.556 ha per tahun. Adapaun alih fungsi lahan pertanian kering ke non pertanian sebesar
9.152 ha per tahun. Tingkat alih fungsi lahan yang tinggi terjadi di pulau Jawa dengan
kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Konversi lahan pertanian terutama lahan
sawah, tidak hanya menyebabkan kapasitas produksi pangan menjadi turun, tetapi juga
menjadi sebuah kerugian investasi, penurunan kualitas agroekosistem, penurunan tradisi
dan budaya pertanian, serta salah satu sebab semakin menyempitnya lahan garapan petani
dan itu berarti turunnya kesejahteraan petani.(Iwan Setiawan, 2012: 73-74)

Terkait alih fungsi lahan, di Indonesia sudah diatur dan dikeluarkan beberapa
peraturan yaitu, Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria, Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya
Lama Hayati dan ckosistem, Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung,
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, Undang-undangan
Nomor 32 dan 33 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan tentang Perimbangan
keuangan Daerah, Undang-undangNomor 26 tahun 2007 tentang Pentaaan Ruang dan
Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan.(Iwan Setiawan, 2012: 76-77)

Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011
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tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.(Sulhani
Hermawan, 2012: 497-499). Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 ini dibuat dengan latar
belakang adanya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian akibat
perkembangan ekonomi dan industri, serta seiring dengan pembaharuan agraria, perlu
penataan kembali terhadap penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber
daya agraria untuk perlindungan lahan pertanian secara berkelanjutan.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 menentukan bahwa lahan pertanian
pangan yang berkelanjutan itu dapat berupa lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang
surut dan non pasang surut atau lahan tak beririgasi, di kota maupun di desa. (UU No. 41
Tahun 2009, Pasal 5,6,7,8), juga di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011
memuat beberapa aturan tentang penetapan lahan pertanian berkelanjutan yang meliputi
kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan. Intensifikasi kawasan
dan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan peningkatan kesuburan tanah,
pengembangan irigasi, diversifikasi tanaman pangan dan sebagainya, sedangkan
ekstensifikasi kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan
pencetakan lahan, penetapan lahan dan atau pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan
menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan (Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009,
Pasal 28 dan 29). Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan ditentukan dengan
pertimbangan  produktivitas, intensitas penanaman, ketersediaan air, konservasi,
berwawasan lingkungan dan berkelanjutan(Perturan Pemerintah Nomor. 1 Tahun 2011,
Pasal 22).

Lahan pertanian pangan berkelanjutan dikendalikan pemerintah melalui pemberian
insentif, disinsentif, mekanisme perizinan, proteksi dan perizinan(Undang-undang Nomor
41 Tahun 2009, Pasal 37). Pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah
kabupaten/kota memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan sistem informasi pertanian
pangan berkelanjutan yang bisa diakses oleh masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor. 1
Tahun 2011, Pasal 58&59). Lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan
berkelanjutan dilarang dialihfungsikan kecuali dalam rangka pengadaan tanah untuk
kepentingan umum (jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air
bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandara, stasiun, jalan kereta
apl, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam dan atau pembangkit dan jaringan
listrik) dan terjadi bencana(Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011, Pasal 35&30).

Terkait dengan perlindungan kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan
memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran tentang kewajiban bagi orang yang
memiliki lahan pertanian pangan berkelanjutan, berupa peringatan tertulis, penghentian
sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi,
pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi lahan,
pencabutan insentif dan atau denda administratif yaitu: 1) ganti rugi atas alih fungsi lahan
pertanian kepada pemilik dan kewajiban mengganti nilai investasi infrastruktur, 2)
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kewajiban mengembalikan tanah lahan pertanian pangan berkelanjutan ke kondisi semula
setelah dilakukan alih fungsi, 3) Bupati/Walikota yang tidak melakukan langkah
penyelesaian terkait hasil evaluasi pemantauan terhadap lahan pertanian pangan
berkelanjutan, serta 4) Gubernur yang tidak melakukan langkah penyelesaian terkait hasil
evaluasi pemantauan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2011, Pasal 70). Sedangkan ketentuan pidana akan dikenakan pada kasus
alih fungsi perorangan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan dan tidak
mengembalikan lagi kepada keadaan semula, serta pejabat pemerintah yang menerbitkan
izin alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan(Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun
2011, Pasal 72,73&74).

Menurut Winoto yang dikutip oleh Iwan Setiawan, terdapat lima faktor penyebab
alih fungsi lahan yaitu, 1) faktor kependudukan (peningkatan jumlah penduduk yang
meningkatkan permintaan terhadap lahan, baik untuk pemukiman maupun infrastruktur),
2) faktor ekonomi (rendahnya nilai hasil lahan dan kebutuhan ekonomi pemilik tanah), 3)
faktor sosial budaya (pewarisan, fragmentasi dan penyempitan lahan), 4) faktor perilaku
myopoc  (lebih mengutamakan kepentingan jangka pendek) dan 5) faktor lemahnya
penegakan hukum (Iwan Setiawan, 2012: 74-75). Dalam analisis lain, Iwa Setiawan
mengatakan, alih fungsi lahan juga disebabkan oleh beberapa hal yaitu, 1) pengembangan
perkotaan, pembangunan kawasan industri, pemukiman, infrastruktur, pembangunan
sarana olahraga dan komplek perkantoran, 2) melemahnya minat generasi muda untuk
bertani (under value), sehingga lahan mudah dialih fungsi, 3) lemahnya perlindungan
pemerintah terhadap petani, sehingga lahan tidak lagi menjamin kesejahteraan petani yang
sebagian besar miskin, 4) meningkatnya resiko akibat kerusakan lingkungan dan perubahan
iklim yang mengakibatkan gagalnya atau mahalnya usaha tani(Iwan Setiawan, 2012:75).

Kehadiran Fatwa Keputusan Muktamar NU ke-33 No 005/MNU-33/VIII/2015
dalam Bahtsul Masa’il ad-Diniyyah al-Wagqi’iyyah poin ke VII tentang Hukum Alih Fungsi
Lahandilatarbelakangi oleh kondisialih fungsilahanpertanian pangan yang semakin menjadi-
jadi dan mendukung penerapan aturan yang mengaturnya sebagaimana yang diatur dalam
peraturan-peraturan perundang-undangan di Indonesia tersebut.Hal ini dinyatakan secara
jelas dalam forum bahtsul masail NU di pesantren Al-Manar Azhari, Limo, Depok, Sabtu-
Ahad tanggal 9-10 Mei 2015 yang dipimpin Rais Syuriyah PBNU KH A Ishomuddin,
bahwa “aktivitas alib fungsi laban yang berdampak pada turunnya produktivitas masyarakat dan
anjloknya hasil produksi pangan dalam negeri, NU tegaskan haram.”

3. Argumentasi Hukum Fatwa Keputusan Muktamar NU ke-33 No 005/MNU-
33/VII1/2015 dalam Bahtsul Masa’il ad-Diniyyah al-Waqi’iyyah poin ke VII
tentang Hukum Alih Fungsi Lahan dalam Kajian Maslahah

Fatwa tentang hukum alih fungsi lahan yang dikeluarkan pada Muktamar NU ke-
33 tahun 2015 di Jombang menggunakan argumentasi hukum sebagai berikut: (PBNU,
2015: 144-145)
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8. Hawasyi al-Syirwani juz 9 halaman 12 (asy-Syirwani: t.t.: 12):
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Berbicara tentang hukum Islam, berarti berbicara tentang maksud dan tujuan
hukum Islam. M. Quraish Shihab menyatakan bahwa peran sentral manusia dalam
kehidupan dunia yang dituntut oleh syariat Islam adalah menciptakan ketenangan batin dan
kesejahteraan lahir. Cita-cita sosial yang harus diperjuangkan oleh setiap pengikutnya adalah
meraih kesejahteraan lahir dan batin bagi semua umat, dan sekaligus menyediakan sarana
dan mekanismenya (M. Quraish Shihab, 2000: 241-242).

Berdasarkan hasil Zstigra’ para ahli ushul fikih terhadap ayat-ayat al-Quran, bahwa
sesungguhnya syari‘ah itu diciptakan oleh Allah SWT dengan membawa kemaslahatan bagi
hamba-hamba-Nya di dunia dan di akhirat (asy-Syatibi, t.t.: 2-3). Kemaslahatan (magasid asy-
syari‘ah) menjadi tujuan pokok hukum Islam, al-abkam kulluba raji’atun ila masalib al-ummab
dunyan wa ukhran (Muhammad Abu Zahrah, 1985: 266-368).

Dalam perkembangannya, maslahah menjadi prinsip ijtthad bahwa yang baik adalah
sah dan yang sah harus baik. Di kalangan madzhab hukum Islam, maslahabh sering dikaitkan
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dengan metode Malik bin Anas dan para pengikutnya (Abu Rokhmad, 2009: 192-193).
Dalam makna umum, maslabah merupakan pertimbangan-pertimbangan  dalam
merumuskan hukum (Muhammad Khalid Mas’ud, 1995: 154), sementara dalam makna
kajian hukum Islam disebut sebagai salah satu prinsip hukum (Fathurrahman Djamil, 1999:
06). Sebagai istilah teknis yuridis, mwasiahah menjadi metode ijtihad dan seluruh problem
fikih jawabannya dapat dikembalikan kepadanya (Abu Bakr al-Ahdali al-Yamani asy-Syafi’i,
1376 H: 11).

Kemaslahatan yang dijaga syariat Islam merujuk kepada al-Ghazali, terdiri dari lima
macam, yang disebut dengan alusul al-khamsabh, yaitu memelihara agama (bifz ad-din),
memelihara jiwa (hifz an-nafs), memelihara keturunan (bifz an-nasl), memelihara akal (bzfz al-
‘agl)) dan memelihara harta (bzfz al-mal). Menurut al-Ghazali maslahah adalah semua hal yang

Jalb al-manfa’ah (menarik kemanfaatan)dan dar’ al-mafsadah (menolak kerusakan). Semua hal
yang menjaga al-usul al-khamsah adalah disebut manfa'ah dan semua hal yang merusak al-usul
al-khamsah disebut dengan mafsadah (Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali,
t.t.: 286-287).

Sebagai landasan berpikir ekstratekstual, al-Juwayni menganalisis maslahah ke dalam
lima kategori. Pertama, darurah yaitu secara rasional tidak dapat dipahami pengertiannya dan
dihubungkan dengan kebutuhan esensial yang tidak dapat dihindarkan. Kedua, al-hajah al-
‘ammah, yaitu kebutuhan umum yang berada di bawah level daruri. Ketiga, mukarramab, yaitu
mengacu kepada sesuatu yang mulia., Keezzpat, mengacu kepada sesuatu yang mulia, tetapi
masuk ke dalam skala prioritas yang lebih belakangan. Dan yang kelima, tidak termasuk
darnrab, al-hajah al-‘ammah dan juga tidak termasuk mukarramah (Muhammad Khalid Mas’ud,
1995: 1506).

Beberapa argumentasi hukum atas keharaman alih fungsi lahan yang dikeluarkan
PBNU dalam Muktamar ke-33 mengisyaratkan pentingnya maslahah dan penghilangan darar
secara mutlak. Lahan kosong bisa dibagikan oleh pemerintah kepada rakyat untuk ditanami
dan dimanfaatkan, tetapi tidak sebaliknya, lahan pertanian tidak bisa diubah menjadi lahan
non pertanian, apalagi ditelantarkan, karena menimbulkan madarat kekurangan pangan.
Berdasarkan argumentasi hukum dari beberapa rujukan kitab tersebut di atas, dapat
dikatakan bahwa tanah yang kosong dan dibiarkan terlantar tanpa diolah dan ditanami
dengan tanaman, perlu menjadi perhatian pemerintah untuk diberikan kepada petani agar
diolah dan ditanami. Penghentian pengolahan lahan dan penanaman lahan pertanian,
apalagi pertanian pangan, harus berdasarkan keputusan pemerintah yang berwenang
dengan mempertimbangkan kemaslahatan lain dan tidak adanya kemadlaratan yang

muncul.

Hal ini seiring dengan konsep pemerintahan harus berurusan dengan kemasalahatan
rakyatnya sebagaimana dipegangi oleh Nahdlatul Ulama yang terkait dengan hubungan
pemerintah dengan rakyatnya (A. Malik Madaniy, 2010: 73) yaitu (Jalal ad-Din as-Suyuti,
t.t.: 83):
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Pemerintah memiliki kewajiban untuk memperhatikan kemashlahatan dalam mengatur
urusan rakyatnya (A. Malik Madaniy, 2010: 74). Imam asy-Syafr’i menegaskan (Jalal ad-Din
as-Suyut, t.t.: 83):
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Para ahli hukum Islam yang datang sesudah Imam asy-Syafi’i juga memiliki pandangan yang
sejalan dengan hal tersebut dengan memandang bahwa kekuasaan politik pemerintahan
merupakan amanah, ijarah dan wakalah (Muhammad al-Mubarak, 1989: 97, A. Malik
Madaniy, 2010: 74).Para penguasa merupakan wakil dari rakyat untuk mengurusi urusan
mereka.Penguasa pemerintahan memiliki peran perwalian dan perwakilan bagi rakyat (Ibn
Taymiyah, 1969: 12-13, A. Malik Madaniy, 2010: 74).

Rakyat adalah sumber kekuasaan (wasdar as-sulutai), sehingga segala urusan rakyat
ada di tangan penguasa atau pemerintah dan kemashlahatan menjadi acuan bagi pemerintah
dalam menjalankan kekuasaannya (‘Abd al-Wahhab Khallaf, 1977: 29). Karena kedudukan
rakyat dianggap kuat dalam pandangan hukum Islam, maka ada pembatasan terhadap
kekuasaan pemerintah. Abu Yusuf, dalam al-Kharraj menulis (Ibn Nujaym, 1993: 124):
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Hal ini berarti bahwa pemerintah hanya boleh memberlakukan berbagai kewajiban untuk
mengatur rakyatnya sepanjang dilakukan berdasarkan alasan kemaslahatan(A. Malik
Madaniy, 2010: 75).

Dalam praktik kehidupan bernegara dan bermasyarakat, kemaslahatan yang
dipikirkan oleh penguasa harus memiliki kesesuaian dengan kemaslahatan yang dipikirkan
oleh rakyatnya. Untuk menjembatani kesenjangan yang mungkin bisa terjadi, maka
penerapan kaidah hubungan penguasa dengan rakyat tersebut di atas harus dikaitkan
dengan kewajiban melakukan musyawarah sebagaimana diisyaratkan di dalam al-Qur’an
surat Ali Imran ayat 159 dan surat asy-Syura ayat 38 (A. Malik Madaniy, 2010: 80).Surat Ali
Imran ayat 159:
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Imam an-Nadwi menyimpulkan bahwa musyawarah selalu mengandung pengertian
memperhatikan kemaslahatan dan membantu untuk sampai kepada apa yang paling
bermanfaat dan maslahat bagi rakyat (Ali Ahmad An-Nadwi, 1991: 282). Pemerintahan
muslim wajib didirikan dan dibangun serta dikelola dan kembangkan di atas prinsip
musyawarah. Dalam ungkapan yang lebih tegas, mufassir Ibn ‘Atiyyah menyatakan (al-
Qurtubi, t.t.: 249, A. Malik Madaniy, 2010: 80-81):

Secara jelas, dalam bahtsul masail PBNU yang diselenggarakan sebelum Muktamar
ke 33 di Jombang, para Kiai NU memandang pemerintah memiliki hak untuk memberikan
izin atau membekukan aktivitas alih fungsi lahan yang mengakibatkan wadarah umum
seperti pencemaran lingkungan, pemanasan global, menipisnya ketersediaan air dan wadarah
lain (http:/ /www.nu.ot.id/post/read /59444 /pbnu-keluarkan-fatwa-haram-alih-fungsi-
lahan-produktif, 11 Mei 2015).

4. Fatwa Keputusan Muktamar NU ke-33 No 005/MNU-33/VIII/2015 dalam
Bahtsul Masa’il ad-Diniyyah al-Wagqi’iyyah poin ke VII tentang Hukum Alih
Fungsi Lahan Sebagai Salah Satu Alternatif Pendukung Ketahanan Pangan di
Indonesia

Ketahanan pangan sebagaimana yang disebutkan dalam UU Nomor 7 Tahun 1996
tentang Pangan Bab I Pasal 1 poin (17), didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan
bagi rumah tangga yang tercemin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun
mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Berdasarkan definisi ini, maka ketahanan pangan
bukan sekedar masalah produksi, tetapi juga soal akses masyarakat kepada pangan,
ketersediaan dan harga yang terjangkau, serta juga tentang ada tidaknya keswasembadaan
pangan di tingkat komunitas (Hira Jhamtani, 2008: 36).

Ketahanan pangan harus dilihat sebagai suatu sistem. Dari segi ekonomi, ketahanan
pangan terdiri dari tiga subsistem yang saling terkait, pasokan, distribusi dan konsumsi. Dari
segi kelembagaan, ketahanan pangan tercapai melalui sinergi antara subsistem individu atau
keluarga, subsistem masyarakat dan subsistem pemerintah. Mekanisme subsistem tersebut
dihubungkan dengan berbagai aspek pembangunan lain seperti pertanian, transportasi,
teknologi, sumber daya alam dan lingkungan, perdagangan, kesehatan dan pendidikan (N.
Pribadi, 2001, Hira Jhamtani, 2008: 74). Ketahanan pangan seharusnya menjadi sebuah
idealitas ketersediaan pangan yang menyejahterakan seluruh masyarakat yang berdaulat atas
semua sendi-sendi pangan di negerinya sendiri (Sulhani Hermawan, 2012: 467).

Menjadi sesuatu yang ironis ketika melihat kenyataan bahwa Indonesia sebagai
sebuah negara agraris terbesar mengalami masalah ketahanan pangan. Indonesia mengalami
2 bentuk krisis pangan, secara berkala dan kronis. Krisis pangan berkala terjadi karena
bencana alam, knflik sosial, fluktuasi harga dan lain-lain. Sementara krisis pangan kronis
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yang terjadi secara berulang-ulang dan terus-menerus ditengarai dengan akses terbatas
terthadap persediaan pangan disertai harga pangan yang melambung tinggi. Pada tingkat
nasional, Indonesia tidak punya masalah dengan pangan, namun di tingkat mikro, krisis
pangan terjadi di tingkat keluarga, terutama di daerah-daerah terpencil, terutama di daerah
yang sepenuhnya menggantungkan hidupnya pada pertanian (Tulus Tambunan, 2010: 102).

Menurut Yustika yang dikutip oleh Tulus Tambunan, ketahanan pangan sangat
ditentukan oleh tiga pilar, yaitu kelembagaan penguasaan tanah, kelembagaan hubungan
kerja dan kelembagaan perkreditan. Namun demikian, menurut Tulus Tambunan,
ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh tiga pilar tersebut, tetapi juga sejumlah
faktor yaitu, lahan (atau penguasaan lahan), infrastruktur pertanian, teknologi, keahlian dan
wawasan pertanian, energi, dana untuk pertanian, lingkungan fisik dan iklim, relasi kerja
serta ketersediaan input pertanian lainnya (Tulus Tambunan, 2010: 103). Alih fungsi lahan
pertanian pangan di Indonesia, yang justru ironisnya banyak terjadi di wilayah-wilayah
sentra produksi pangan, dan meningkat setiap tahunnya akan sangat memperlemah
ketahanan pangan di Indonesia (Tulus Tambunan, 2010: 104-105).

Para ulama NU dan pengikut-pengikutnya dipersatukan dalam kegiatan yang
bertujuan menciptakan kemashlahatan bagi masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian
harkat dan martabat manusia. NU adalah gerakan keagamaan yang bertujuan untuk ikut
membangun dan mengembangkan insan dan masyarakat yang bertakwa kepada Allah SWT,
cerdas, terampil, berakhlak mulia, tentram, adil dan sejahtera (Abdul Muchit Muzadi, 20006:
47).Sejak awal berdiri, NU memilih ikhtiyar yang mendasari kegiatannya dari masa ke masa
dengan tujuan untuk melakukan perbaikan, perubahan dan pembaharuan masyarakat,
terutama dengan mendorong swadaya masyarakat sendiri. Persatuan dan kesatuan para
ulama dan pengikutnya, masalah pendidikan, dakwah Islamiyah, kegiatan sosial serta
perekonomian adalah masalah yang tidak bisa dipisahkan untuk mengubah masyarakat yang
terbelakang, bodoh dan miskin menjadi masyarakat yang maju, sejahtera dan berakhlak
mulia (Abdul Muchit Muzadi, 2006: 51-52).

Setelah Munas Alim Ulama NU tahun 1992 di Lampung, ada lima butir mabadi’
khaira ummah sebagai prinsip dasar dalam membangun umat yang dipegangi NU vyaitu, as-
Sidgn (kebenaran dan kejujuran), al-Amanah (dapat dipercaya), at-Ta'awnn (gotong royong),
al-‘Adalah  (keadilan) dan al-Istigomah (konsisten).lima mabadi’ khaira nmmah ini menjadi
sikap dasar NU dalam urusan kemasyarakatan dan kenegaraan dalam bidang ekonomi,
sosial, politik dan budaya untuk memajukan bidang perekonomian yang terbelakang jauh
(Abdul Muchit Muzadi, 2006: 43-44).Keberadaan nabdlatut-tujar dan syirkah muawanah serta
pertanu (yang sekarang menjadi Lembaga Pengembangan Pertanian NU) merupakan wujud

kelembagaan atas prinsip dasar tersebut (Wawancara Mochammad Maksum Machfoedz, 12
Juni 2016).
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Kepemilikan, pengelolaan dan pemanfaatan secara berserikat (sy#rakd’) terhadap
beberapa sumberdaya alam pokok didasarkan kepada hadis Nabi saw riwayat Abu Dawud
(Abu Dawud, t.t.: No. 3477):
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Berdasarkan hadis tentang sysraka’ tersebut, NU mendukung terhadap kedaulatan
petani atas tanah, air dan benih. Ini berarti, petani tidak boleh bergantung kepada pasar
bebas dan perusahaan yang menikmati paten dan keuntungan besar berkenaan tentang
tanah, air dan benih. Negara mesti didorong untuk bisa memberikan aturan yang bisa
memberikan kepemilikan, pengelolaan dan pemanfaatan lahan dan pangan yang betul-betul
bersifat syuraka’.Artinya, prinsip musyawarah dengan petani dalam persoalan pangan mulai
dari hulu sampai hilir harus dilakukan oleh pemerintah dan tidak menyerahkan kepada
pasar bebas (Wawancara Mochammad Maksum Machfoedz, 12 Juni 2016).

NU dengan mabadi’ khaira ummab juga harus mendorong pemerintah, seluruh ulama
serta semua umat untuk memperhatikan dan menciptakan tata niaga pertanian dari hulu
sampai hilir menjadi transaksi buyu’ yang benar-benar mencerminkan zaradin (saling rela),
bukan dengan keterpaksaan. Pemerintah yang merupakan wakil (bayangan) Allah ( ¢Ualud)
4 JB) mesti melakukan kebijakan yang memberikan maslahat sebesar-besarnya kepada
rakyat banyak (Wawancara Mochammad Maksum Machfoedz, 12 Juni 2016),berdasarkan
kaidah (Jalal ad-Din as-Suyuti, t.t.: 83, A. Malik Madaniy, 2010: 73):
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Kehadiran Fatwa Keputusan Muktamar NU ke-33 No 005/MNU-33/VIII/2015
dalam Bahtsul Masa’il ad-Diniyyah al-Waqi’iyyah poin ke VII tentang Hukum Alih Fungsi
Lahanmenjadi salah satu alternatif untuk mendukung ketahanan pangan di Indonesia,
terutama mengurangi angka alih fungsi lahan di Indonesia, sebagaimana yang menjadi
prinsip dasar yang dipegangi NU sejak kelahirannya. Di daerah-daerah peran yang dapat
diambil oleh Pemerintah adalah mempertegas peraturan daerah yang disesuaikan dengan
kebutuhan warga yang terkait ketahanan pangan yang berpihak pada kemaslahatan warga.
(http://www.timesindonesia.co.id/read /125439 /20160515/143501 /nu-haramkan-alih-
fungsi-lahan-pertanian-produktif/15 Mei 2016).
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5. Penutup

Kehadiran Fatwa Keputusan Muktamar NU ke-33 No 005/MNU-33/VIII/2015
dalam Bahtsul Masa’il ad-Diniyyah al-Waqi’iyyah poin ke VII tentang Hukum Alih Fungsi
Lahandilatarbelakangi oleh kondisialih fungsilahanyang semakin meningkat setiap tahunnya
di Indonesia serta mendukung keberadaaan aturan perundang-undangan yang mengaturnya,
terutama UU No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan.Dengan menggunakan analisis mas}lah}ah dan analisa tentang ketahanan
pangan ditemukan bahwa argumentasi hukum dalam fatwa tersebut tentang keharaman alih
fungsi lahan mengisyaratkan keberadaan mwasiahah dan penghilangan darar akibat dari adanya
alih fungsi lahan. Oleh karena itu, keberadaan fatwa tersebut dapat menjadi salah satu
alternatif untuk mendukung ketahanan pangan di Indonesia.
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